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KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

KP-DIVL 0% TAHUN 028

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORA T JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a.
b.
c.
Mengingat ;1.
2%

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)
pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di  Lingkungan
Kementerian Perhubungan, perlu dibentuk Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di lingkungan = Sekretariat  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Laut Tahun 2025;

bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam
Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini dipandang
cakap dan mampu untuk duduk sebagai Tim Penilai
dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890},

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

/3. Peraturan...

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

f

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

6. Peraturan Badan  Pengawasan  Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 419);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun
2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT  JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025.

Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Direktorat Jenderal ini.

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata
cara dan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan maupun
ketentuan yang berlaku terkait Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

I

/KETIGA...



KETIGA : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 PEBH RV AR 2025

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;

S. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

6. Para Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT ¢ DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2025

Nomor : KP-DJPL 203 TAHON 2o
Tanggal : 3 PEODR VAR L0Us

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Penanggungjawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan

Sekretaris :  Koordinator Substansi Bidang Analisa, Evaluasi dan Tarif
Anggota : 1) Kepala Bagian Keuangan

2) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

3) Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama dan Luar
Negeri

4}  Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

S5) Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan
Masyarakat

Sekretariat Para Koordinator Substansi Bidang di Masing-masing
Bagian

—
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TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2025

1. Bagian Perencanaan
a) Ratna Sari
b) Harnoli Rahman
¢) Moch Andy Arwiyanto
d) Wanti Asrini
e) Yuni Wijayanti
f) Afriliani Tri Lestari
g) Ardha Prasetyo Kuncoro
h) Bledeg Ginanjar Nugroho
iy Jacky Oke

2. Bagian Keuangan
a) Nofiati
b) Didik Maryanto
c) Elisabet Pasaribu
d) Muhammad Harli Febriansyah

3. Bagian Sumber Daya Manusia
a) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH.
b) Meta Novita Sari
c) Asep Rizal Kurniawan

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
a) Indah Nur Perwitasari, SH.
b) Inna Ayu, SH.
¢) Yunita Puspitasari
d) Mochamad Hussain Abdillah
e) Muhammad Cevin Bayu Putra Pratama, S.Tr.Pel

5. Bagian Umum dan Perlengkapan
a}) Benny Setiawan, S.H
b) Juniasih
c¢) Umi Aminatun, S.H
d) Thya Aulia Zulkarnain, A.Md. Ak
e) Erwin Muliawan, A.Md
fy Salsabila Caesanada
g) Muhammad Iksan

/6. Bagian...



TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TAHUN 2025

1. Bagian Perencanaan
a) Ratna Sari
b) Harnoli Rahman
c) Moch Andy Arwiyanto
d) Wanti Asrini
€) Yuni Wijayanti
fy  Afriliani Tri Lestari
g) Ardha Prasetyo Kuncoro
h) Bledeg Ginanjar Nugroho
i) Jacky Oke

2. Bagian Keuangan
a) Nofiati
b) Didik Maryanto
c) Elisabet Pasaribu
d) Muhammad Harli Febriansyah

3. Bagian Sumber Daya Manusia
a) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH.
b) Meta Novita Sari
c) Asep Rizal Kurniawan

4. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
a) Indah Nur Perwitasari, SH.
b) Inna Ayu, SH.
c¢) Yunita Puspitasari
d) Mochamad Hussain Abdillah
e} Muhammad Cevin Bayu Putra Pratama, S.Tr.Pel

5. Bagian Umum dan Perlengkapan
a) Benny Setiawan, S.H
b) Juniasih
¢) Umi Aminatun, S.H
d) Ihya Aulia Zulkarnain, A.Md. Ak
e) Erwin Muliawan, A.Md
f) Salsabila Caesanada
gl Muhammad Iksan

/6. Bagian...



Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
a) Noor Uud Aprio Werry

b) Fajar Sodik

¢) Abdurrahman
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